
BAB V

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengertian kriminalisasi yang terdapat di hukum pidana dan kriminalisasi yang

berkembang di masyarakat merupakan istilah yang berbeda. Dimana menurut hukum

pidana, kriminalisasi terletak pada proses legislasi. Kriminalisasi menurut hukum pidana

adalah penetapan suatu perbuatan yang tadinya bukan merupakan suatu tindak pidana

menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan istilah kriminalisasi yang

berkembang di masyarakat merupakan sebuah terminologi yang membantu

menyampaikan orang lain yang tidak familiar dengan kerja-kerja advokasi/kampanye

terhadap situasi yang sedang terjadi, untuk memudahkan komunikasi publik.

“Kriminalisasi” dalam konteks ini lebih tepat dimaknai sebagai malicious prosecution.

Malicious prosecution terjadi ketika terdapat penuntutan tanpa alasan yang tepat untuk

mengintimidasi, melecehkan, atau membahayakan seseorang. Hal ini dapat mencakup

seseorang yang mengajukan tuntutan hukum yang tidak beralasan atau mengajukan

tuntutan pidana yang tidak memiliki dasar hukum.

2. Perlindungan hukum yang ada pada saat ini dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban masih cenderung bersifat korektif, yang

terdiri dari perlindungan terhadap fisik dan psikis, adanya penanganan khusus berupa

laporan yang didahulukan untuk di proses di pengadilan, perlindungan hukum dan

penghargaan. Perlindungan hukum yang lebih ideal bagi pihak-pihak yang menjadi

korban “kriminalisasi” adalah dengan memberikan perlindungan yang bersifat preventif.

Whistleblower seharusnya tidak perlu masuk ke dalam lingkup sistem peradilan pidana,

karena hal tersebut dapat membahayakan mereka secara signifikan. Sebagai garda

terdepan dalam pengungkapan tindak pidana, mereka membutuhkan sistem perlindungan

yang kuat dan terstruktur, yang melindungi identitas dan keamanan mereka. Setidaknya

harus ada lembaga independen di luar KPK dan LPSK yang bersifat lebih proaktif dalam
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memberikan perlindungan hukum dan harus ada prosedur dan mekanisme yang jelas,

hendaknya membuat pedoman nasional untuk whistleblowing system.

Sekurang-kurangnya, pedoman tersebut membahas siapa yang dapat dikategorikan

sebagai whistleblower, siapa yang dilaporkan, nilai-nilai penting seperti menjamin privasi

dan sifat kerahasiaan, dan apa yang boleh dilaporkan. Selain itu, sistem laporan

whistleblower harus memberikan jaminan bahwa pelapor tidak akan dikriminalisasi

sebagai akibat dari laporan mereka. Jika ada kriminalisasi, akan dievaluasi apakah itu

hasil dari laporan, apakah itu ringan, dan bagaimana perlindungan terbaik diberikan.

Untuk mematuhi hukum internasional, undang-undang harus menetapkan mekanisme

anti-retaliation dan jenisnya.58

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah disajikan, maka dapat terlihat bahwa

tidak mudah untuk mewujudkan upaya perlindungan hukum terhadap kriminalisasi

whistleblower. Berbagai hambatan yang terjadi secara regulatif dan birokratis masih

menjadi hambatan yang nyata. Hambatan dalam melibatkan partisipasi masyarakat untuk

memberantas korupsi. Untuk itu dibutuhkan kerja keras dari semua pihak dalam

mengimplementasi perlindungan hukum whistleblower dari potensi “kriminalisasi” ini

terutama dari Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Upaya

mengatasi kriminalisasi whistleblower membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan

berkelanjutan. Diperlukan regulasi yang kuat, penegakan hukum yang efektif, sosialisasi

dan edukasi yang gencar, serta budaya organisasi yang mendukung.

58 Ibid. hlm. 40-43.
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B. Saran

1. Diharapkan agar ada upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai istilah

hukum. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai istilah-istilah hukum yang tepat,

termasuk mengenai perbedaan antara kriminalisasi menurut hukum pidana dengan istilah

kriminalisasi yang berkembang di masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui

media massa, seminar dan program edukasi publik. Dalam hal ini media berperan penting

dalam penyebaran informasi. Oleh karena hal tersebut, media perlu bekerjasama untuk

menyampaikan informasi hukum yang akurat dan mudah dipahami oleh seluruh

masyarakat.

2. Dari segi regulasi hendaknya DPR mempunyai tekad tinggi melalui rekomendasi dari

lembaga-lembaga terkait seperti KPK dan LPSK untuk membuat aturan setingkat

Undang-Undang yang mengatur tentang Whistleblower dan Justice Collaborator. Penting

juga untuk menyelesaikan konflik peraturan secara pragmatis (problem solving) membuat

satu kesepahaman (standarisasi) untuk perlindungan whistleblower yang berisi pedoman

tentang Whistleblowing System.

Pimpinan tertinggi segera untuk menuntaskan kasus-kasus kriminalisasi terutama dalam

pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini,

a. Presiden dapat memerintahkan Kapolri untuk membuat laporan tahunan mengenai

penanganan kasus kriminalisasi melalui Inpres. Hal ini akan menunjukkan bahwa

Presiden serius dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengungkap

korupsi.

b. Pimpinan KPK dalam komitmennya memberantas korupsi hendaknya lebih

inisiatif lagi untuk turun ke daerah-daerah yang ada di Indonesia dan serius dalam

menangani mafia-mafia yang jaringannya sudah kuat yang sangat berdampak

dalam merusak sistem pemerintahan yang pada akhirnya sangat merugikan bagi

bangsa dan negara kita. KPK dan LPSK harus bekerjasama dalam menangani

kasus “kriminalisasi” dengan mengedepankan sifat kerahasian yang terjamin

netralitasnya.

Whistleblower tidak perlu lagi masuk ke dalam lingkup sistem peradilan pidana, baik

sebagai pelapor maupun saksi. Pemerintah melakukan program advokasi yang bertujuan
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untuk sarana edukasi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan korupsi yang ada

di indonesia yang salah satunya adalah terkait perlindungan hukum bagi whistleblower.
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